PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUP
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSAN
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGI!
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PE]

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(
BUPATI WONOGIRI|

BUPATI WONOGIR

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

ATI WONOGIRI NOMOR 46

IAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
Rl NOMOR 17 TAHUN 2016
NGANGKATAN, PELANTIKAN

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

a. bahwa dengan telah diter
Dalam Negeri Nomor 65 T4
Atas Peraturan Menteri D4
2014 tentang Pemilihan
Menteri Dalam Negeri No
Perubahan Atas Peraturan
82 Tahun 2015 te
Pemberhentian Kepala Dgq
Wonogiri Nomor 46 Tah

Pelaksanaan Peraturan |

Nomor 7 Tahun 2018 Tentz:

Daerah Kabupaten Wono

¥ MAHA ESA

bitkannya Peraturan Menteri
thun 2017 tentang Perubahan
lam Neger1 Nomor 112 Tahun
Kepala Desa dan Peraturan
mor 66 Tahun 2017 tentang
Menteri Dalam Negeri Nomor
ntang  Pengangkatan  dan
rsa, maka Peraturan Bupati
un 2018 tentang Petunjuk
Daerah Kabupaten Wonogiri
ing Perubahan Atas Peraturan

piri Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu

disesuaikan;
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bahwa
dimaksud huruf a maka
Bupati tentang Perubahan

berdasarkan

pertimbangan sebagaimana
perlu menetapkan Peraturan

Kedua Atas Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 46 Ta
Pelaksanaan Peraturan

Nomor 7 Tahun 2018 Tent
Daerah Kabupaten Won

n 2018 Tentang Petunjuk
aerah Kabupaten Wonogiri
g Perubahan Atas Peraturan
iri Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhen
Undang-Undang Nomor

Pembentukan Daerah-d

lian Kepala Desa;
13 Tahun 1930
Kabupaten

tentang

nerah Dalam

Lingkungan Propinsi Djiwa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tanggal
Undang-Undang Nomor 6
(Lembaran Negara Repul
Nomor 7, Tambahan

Indonesia Nomor 5495 );

Peraturan Pemerintah No
Peraturan Pelaksanaan Un
2014 tentang Desa (I

Indonesia Tahun 2014 Nor

| 8 Agustus 1950 );

Tahun 2014 tentang Desa
plik Indonesia Tahun 2014
Lembaran Negara Republik
mor 43 Tahun 2014 tentang
dang-Undang Nomor 6 Tahun
Republik

lembaran Negara

nor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Pe
Tahun 2015 tentang
Pemerintah Nomor 43 Tah
Pelaksanaan Undang-Und
tentang Desa ( Lembaran
Tahun 2015 Nomor 157,

Republik Indonesia Nomor

raturan Pemerintah Nomor 47
Perubahan Atas Peraturan
jun 2014 tentang Peraturan
ang Nomor 6 Tahun 2014
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara

5717 );

Peraturan Menteri Dalam T;egeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala
Indonesia Tahun 2014 No
diubah dengan Peraturan
65 Tahun 2017 tentang
Menteri Dalam Negeri Nom

Pemilihan Kepala Desa

esa (Berita Negara Republik
mor 2092) sebagaimana telah
Menteri Dalam Negeri Nomor
Perubahan Atas Peraturan
or 112 Tahun 2014 tentang
( Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221 );

Peraturan Menteri Dalam
tentang Pengangkatan Daj
(Berita Negara Republik Ing

sebagaimana telah diuba

Negeri Nomor 82 Tahun 2015
n Pemberhentian Kepala Desa
lonesia Tahun 2016 Nomor 4 )

h dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 T

hun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
Dan Pemberhentian Kepala
blik Indonesia Tahun 2017

2015 tentang Pengangkat
Desa (Berita Negara Re
Nomor 1222 );

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Bengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Wonggiri Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daet
150)

Daerah Kabupaten Won

ah Kabupaten Wonogiri Nomor

sebagaimana telall diubah dengan Peraturan

pgiri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas |Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 17 TahHun 2016 tentang Pemilihan,
Pengesahan dan  Pengangkatan, Pelantikan dan
Desa
in 2018 Nomor 7, Tambahan
en Wonogiri Nomor 170 );

Nomor 46 Tahun 2018

Pemberhentian  Kepala (Lembaran  Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahi

Lembaran Daerah Kabup
Peraturan Bupati Wonogiri
sanaan Peraturan Daerah

7 Tahun 2018 Tentang

tentang Petunjuk Pel

Kabupaten Wonogiri Nomor

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan

dan Pelantikan dan Pemberhentian

Pengangkatan,
Kepala Desa ( Berita Daer

2018 Nomor 47 ), seb

ah Kabupaten Wonogiri Tahun

gimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2018
tentang Perubahan Ata

Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Bupati Wonogiri
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Perubah

an Atas Peraturan Daerah
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Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan, Pengesahan d:

an  Pengangkatan, Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun

2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN 1
PERATURAN BUPATI TENTAN(
PERATURAN BUPATI WONOG
TENTANG PETUNJUK PELAKS
KABUPATEN WONOGIRI NOM¢
PERUBAHAN ATAS PERATU
WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN
PENGESAHAN DAN PENGAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DES

5 PERUBAHAN KEDUA ATAS
RI NOMOR 46 TAHUN 2018
ANAAN PERATURAN DAERAH
DR 7 TAHUN 2018 TENTANG
RAN DAERAH KABUPATEN
2016 TENTANG PEMILIHAN,
GKATAN, PELANTIKAN DAN
SA.

PasI.I I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor

46 Tahun 2018 tentang Petu
Daerah Kabupaten Wonogiri N

Perubahan Atas Peraturan

injuk Pelaksanaan Peraturan
omor 7 Tahun 2018 Tentang
Daerah Kabupaten Wonogiri

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan

Pengangkatan, Pelantikan dan
( Berita Daerah Kabupaten Woi
sebagaimana telah diubah deng
Nomor 87 Tahun 2018 tentar
Bupati Wonogiri Nomor 46 T

Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pemberhentian Kepala Desa
nogiri Tahun 2018 Nomor 47 )
ran Peraturan Bupati Wonogiri
lg Perubahan Atas Peraturan
hhun 2018 tentang Petunjuk

Kabupaten Wonogiri Nomor 7

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor
Pemilihan, Pengesahan dan P

Pemberhentian Kepala Desa
Nomor 88); diubah sebagai beri
1. Ketentuan ayat (2) huruf d E
7 berbunyi sebagai berikut :
Pa

(1) Untuk dapat menggun

terdaftar sebagai pemilih.

17 Tahun 2016 Tentang
engangkatan, Pelantikan dan
(Berita Daerah Tahun 2018
Kut :

Pasal 7 diubah, sehingga Pasal

sal 7
nkan hak pilih, pemilih harus
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(2)
memenuhi syarat :
a. penduduk Desa y

suara Pemilihan Ke

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ang pada hari pemungutan

pala Desa sudah berumur 17

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. nyata-nyata tid
jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicab

putusan pengadil

nk sedang

terganggu

ut hak pilihnya berdasarkan

yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam)

bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk atau

keterangan pendu
Kependudukan dan

(3) Bagi penduduk yang s

surat
k yang dikeluarkan Dinas
Pencatatan Sipil.

bcara fisik sudah bedomisili 6

(enam) bulan atau lehih tetapi secara administrasi

tercatat

disahkannya DPS d

kurang dani 6

(enam) bulan sejak

inyatakan tidak memenuhi

persyaratan sebagai pemilih.

(4) Pemilih yang telah te

rdaftar dalam daftar pemilih

ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan

hak memilih.

. Ketentuan Pasal 16 diubah

sebagai berikut :
Pa
DPT yang sudah disahkan

Lo

| sehingga Pasal 16 berbunyi

al 16
oleh Panitia Pemilihan tidak

dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia

atau pindah secara administrasi kependudukan, Panitia

Pemilihan membubuhkan

keterangan “meninggal duni

. Ketentuan Pasal 17 ayat
diubah, sehingga Pasal 17 b

catatan DPT pada kolom
n” atau “pindah”.

(3) angka 1 huruf a dan k

erbunyi sebagai berikut :




Pasal 17

(1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon

(2)

(3)

Kepala Desa dilaksangkan dalam jangka waktu 9

(sembilan) hari.

Dalam

penerimaan

pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :
a. tempat pendaftaran

adalah di sekretariat Panitia

Pemilihan ;
b. waktu pendaftaran  dimulai hari  pertama
pengumuman dibukanya pendaftaran sampai

dengan hari terakhir pendaftaran pada jam 16.00

WIB.

Warga Negara Republik

Indonesia dapat mendaftarkan

diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara

tertulis yang diajukan

kepada Panitia Pemilihan

dengan dilampiri syarattsyarat sebagai berikut :

1. Syarat wajib yaitu :

. surat pernyataat

. surat

. fotocopy ijazah

a. surat keterangan sebagai Warga Negara
Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. fotocopy Kartu Tanda Penduduk vyang

dilegalisasi pejabat yang berwenang;

Maha Esa yang

1 bertakwa kepada Tuhan Yang
dibuat oleh yang bersangkutan

diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

pernyate
mengamalkan

Dasar Negara R
mempertahankal
Negara Kesatu
Bhinneka Tungg
bersangkutan

bermaterai cuku

dasar sampai

)lan memegang teguh dan

Pancasila, @ Undang-Undang
epublik Indonesia Tahun 1945,
n dan memelihara keutuhan
an  Republik Indonesia dan
igal Ika, yang dibuat oleh yang
kertas atau

diatas segel

P;
pendidikan formal dari tingkat

dengan ijazah terakhir yang




. surat

;.

dilegalisasi ileh

pejabat yang berwenang atau

surat pernyataar dari pejabat yang berwenang;

fotocopy Akta Kdlahiran atau surat keterangan

kenal lahir yang| dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang;

. surat pernyataam bersedia dicalonkan menjadi

Kepala

bersangkutan

Desa

bermaterai cuku

pernyataan tidak

oleh

segel

yang dibuat

diatas

yang
kertas atau
25

sedang menjalani

hukuman pidana penjara yang dibuat oleh

yang bersangkutan diatas kertas segel atau

bermaterai cuku

P;

surat keteranganﬂ dari Ketua Pengadilan Negeri

bahwa tidak pe
berdasarkan pu
mempunyai kel
melakukan tin
dengan pidana j
tahun atau leb
yang
berdasarkan pu
kel

pernah

mempunyai
melakukan tin
dengan pidana |

tahun atau lebih

rnah dijatuhi pidana penjara
tusan pengadilan yang telah
fuatan  hukum tetap karena
dak pidana yang diancam
penjara paling singkat 5 (lima)
h dikecualikan bagi pelamar
dijatuhi  pidana  penjara
tusan pengadilan yang telah
cuatan hukum tetap karena
dak pidana yang diancam
penjara paling singkat 5 (lima)

, 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumbkan

secara jujur dan
yang bersangky

bukan sebagai

terbuka kepada publik bahwa
hitan pernah dipidana serta

pelaku kejahatan berulang-

ulang yang |dibuktikan dengan = surat
pernyataan yang dibuat oleh yang
bersangkutan |diatas kertas segel atau

bermaterai cuku

p yang ditandatangani 2 (dua)

saksi dan diketahui Camat;
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j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari Kepolisian;

k. surat keterangar] dari Ketua Pengadilan Negeri
bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya
sesual dengan pLutusan pengadilan yang telah
mempunyai kekyatan hukum tetap;

l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter
Pemerintah, Puskesmas dan atau Rumah Sakit
Umum Daerah;

m. surat keterangah dari Pemerintah Kabupaten
Wonogiri  dan surat pernyataan  yang
bersangkutan hbahwa tidak pernah menjadi
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
yang dibuat ol¢h yang bersangkutan diatas
kertas segel atay bermaterai cukup;

n. surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang
masih aktif balflwa yang bersangkutan tidak
memiliki kewajiban administrasi yang menjadi
tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa yang
diketahui Camatj

o. surat pernyataan untuk menjaga dan
melestarikan adat dan budaya yang hidup di
masyarakat desa setempat;

p. surat pernyatagn untuk menjaga keamanan,
ketertiban d kedamaian  masyarakat
menjelang, padal saat dan sesudah pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

2. Syarat tambahan y4gitu :

a. fotocopy keputusan pengangkatan
bekerja/pernah bekerja di lembaga
pemerintahan hagi pelamar yang mempunyai
pengalaman beKerja/pernah bekerja di lembaga
pemerintahan yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

b. daftar riwayat hjdup; dan
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c. pas foto berwarrla terbaru ukuran 4 cm X 6 cm

sebanyak 6 (endm) lembar dan 2 cm x 3 cm

sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.

(4) Yang dimaksud lemba

ga pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a adalah :

a. Badan Perwakilan Desa atau Badan

Permusyawaratan D¢sa,;

b. Pemerintah Desa Kecamatan, Pemerintah

Kabupaten/Kota,
Pemerintah Pusat;

Pemerintah Provinsi dan

c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau

d. Dewan Perwakilan

Daerah atau Dewan

Rakyat, Dewan Perwakilan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Pakaian bakal Calon Kepala Desa dalam pas photo

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah

Pakaian Sipil Lengkap/
(6) PNS dan anggota TNI
dalam pemilihan Kep

Nasional.

POLRI yang mencalonkan diri

a Desa, selain melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus melampirkan

berwenang.

urat ijin dari pejabat yang

(7) Berkas lamaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) dibuat rangkap 3

(tiga) yang peruntukan

ya diatur sebagai berikut :

a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;

b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan

c. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan

Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 35 ayaf
disisipkan 1 (satu) huruf b
diubah sehingga Pasal 35 1

Py

(1) Surat suara sebagaim
huruf b memuat nomor

(2) Desain surat suara sel

(1) dibuat dengan keter

(3) diantara huruf a dan b
aru yakni huruf a.1 dan ayat (4)
perbunyi sebagai berikut :

asal 35

ana dimaksud dalam Pasal 33
rururt, foto, dan nama Calon.
bagaimana dimaksud pada ayat

ituan sebagai berikut :
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a. latar belakang foto

merah putih;

a.l. foto Calon memakai

dan rapi;

tidak memakai
selain yang melekat
Calon;

tidak memakai orna
dilarang  berdasar
Perundang-undang
format suara dibua
lipatan yang tidak
Calon, dan nama C
kerusakan surat su
(3) Surat suara sebagai

berbentuk empat pert

vertikal atau horisontal].

(4) Bahan surat suara seb

(1) menggunakan kertas
(5) Jumlah surat suara
Pemilih Tetap ditamba

seratus) sebagai cadang

. Di antara Pasal 45 dan Pa
baru yakni Pasal 45A sehir]

OrT]

pada kolom Calon berwarna

pakaian sopan, bebas, pantas

amen, gambar atau tulisan

pada pakaian yang dikenakan

en, gambar atau tulisan yang
an  ketentuan = Peraturan
dengan memerhatikan posisi
ngenai nomor urut Calon, foto
on yang dapat mengakibatkan
a.

na dimaksud pada ayat (1)
segi panjang dengan posisi
agaimana dimaksud pada ayat
5 HVS berwarna putih.

ang dicetak sebanyak jumlah

h 2,5% (dua koma lima per

an.

sal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal
gga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

Untuk menjaga kondusifit

Kepala Desa tidak ¢

mobilisasi Pemilih.

. Ketentuan Pasal 47 ayat |{
yakni huruf ¢ sehingga Pas
P;

(1) Sebelum pemungutan
Pemilihan atau ketua

para anggotanya sesl

hai

As, Panitia Pemilihan dan Calon

liperkenankan  melaksanakan

2) ditambahkan 1 (satu) huruf
al 47 berbunyi sebagai berikut:

hsal 47

suara dimulai, ketua Panitia
KPPS mengatur penempatan

dengan pembagian tugas
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sebagai berikut :

a. anggota yang bertygas mengatur masuk dan
keluarnya para pemilih;

b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat
undangan pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;

c. anggota yang bertugas menerima surat undangan
dan menukar dengan|surat suara;

d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan
menggunakan hak pilih;

e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
dan

f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda
bagi pemilih yangl telah mengggunakan hak
pilihnya.

(2) Kehadiran calon dalam pemungutan suara diatur
sebagai berikut :
a. calon harus hadir dan dapat didampingi istri atau

suami;

b. dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan-
alasan yang dapat |dipertanggungjawabkan maka
dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal
10 (sepuluh) R dan| ditempatkan di tempat yang
telah ditentukan oleH panitia pemilihan;

c. setelah berakhirnya pemungutan suara calon harus
meninggalkan lokasi pemungutan suara.

(3) Ketua  Panitia  Pemijlihan atau  Ketua  KPPS
mempersilahkan para | pemilih untuk masuk dan
menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.

(4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia
Pemilihan atau KPPS melakukan :

a. pembukaan Rapat Pgmungutan Suara,

b. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-
hal sebagai berikut :
1. sebab-sebab dia;-c:Lkannya pemilihan;

2. dasar hukumy digunakan;
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3. nama-nama calon

undian;

sesual dengan nomor urut

4. tugas, wewenang d¢an tanggung jawab Panitia

Pemilihan;

5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan

5 dokumen dan peralatan;

suara.
c. pembukaan kotak suara;
d. pengeluaran seluruh igi kotak suara;
e. pengidentifikasian jeni
f. penghitungan jumlah

peralatan.

setiap jenis dokumen dan

(5) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat

(4) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 WIB dan

ditutup pada jam 14.00 W
(6) Kegiatan Panitia Pemilih
dimaksud pada ayat (4)
Kepala Desa, Saksi, BPD
(7) Kegiatan Panitia Pemilih
dimaksud pada ayat (4)
ditandatangani oleh Ke
Ketua KPPS, dan sekur:
anggota panitia pemiliha
KPPS serta dapat ditanda|
(8) Apabila saksi dari calon
Acara sebagaimana dir
tersebut tidak berpengary

Acara.

[1B.

an atau KPPS sebagaimana
dapat disaksikan oleh Calon
lan warga masyarakat.

an atau KPPS sebagaimana
dibuatkan Berita Acara yang
tua Panitia Pemilihan atau
ing-kurangnya 2 (dua) orang
n atau 2 (dua) orang anggota
tangani oleh saksi calon.
tidak menandatangani Berita
naksud pada ayat (6), hal

hh terhadap keabsahan Berita
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Pal

Peraturan Bupati ini m

diundangkan.

Agar setiap orang  metl
pengundangan Peraturan Buj

dalam Berita Daerah Kabupat

sal 11

hlai berlaku  pada tanggal

igetahuinya, memerintahkan
pati ini dengan penempatannya

en Wonogiri.

tapkan di Wonogiri

pad
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Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 20 scptember 2019

SEKRET AAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN

A tanggal 20 Zepte ber 2019
ATI WONOGIRIJ,

2019 NOMOR 4




